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Completed Systematic Land Registration Activities, in South Barito District have been conducted 
several times before, in 2018 PTSL activities have been carried out in South Barito Regency at Penda 
Asam with 300 plots of land. Completed Systematic Land Registration Activities is also one of the 
agendas set by the south barito land regency, in order to help the people of southern barito to register 
their lands right, in order to obtain legal certainty. The focus on this research is Completed Systematic 
Land Registration Activities program crried out in 2019 at penda asam, south barito district, central 
kalimantan province. In this research. The writter can be concluded that the implementation of 
Completed Systematic Land Registration Activities by land affairs office of sout barito Regency has 
been implemented with good stages in accordance with Regulation of Minister of Agrarian Affairs adn 
Spatial / Head of National Land Agency Number 6 Year 2018 in Artucle 4 paragraph (4).In he study 
the authors provide suggestions that the Land Office in counseling more often done not only once for 
comunity more through and understand in the duvision of land and can be done with good activities: 
Completed Systematic Land Registration Activities. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Tanah merupakan salah satu elemen paling penting sejak dahulu kala bagi kehidupan 
manusia khususnya bagi Bangsa Indonesia. Pada masa kerajaan tanah dianggap sebagai 
milik raja dan menjadi simbol kekuasaan seorang raja. Memasuki masa penjajahan, baik 
masa penjajahan kolonial Belanda maupun Inggris, tanah dianggap sebagai sumber daya 
ekonomi yang berharga dimana raja atau pemerintah sebagai pemiliknya. Sampai dengan 
detik ini juga tanah masih sangat diperlukan bagi seluruh masyarakat Indonesia karena 
hubungan manusia dengan tanah bersifat abadi tak dapat dipisahkan dalam kehidupan 
manusia sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Karena tanah begitu penting 
bagi kehidupan manusia Negara mengatur hali ini di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur bahwa : 
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara 
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 
Untuk menerapkan  Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945  maka diundangkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok agraria (UUPA). Lahirnya Undang-Undang ini telah lama 
dicita-citakan oleh Pemerintah Indonesia yaitu untuk merombak seluruh sistem dan 
filosofi agraria di Indonesia demi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi 
seluruh rakyat Indonesia. Pendaftaran Tanah merupakan persoalan yang sangat penting 
dalam UUPA, karena pendaftaran tanah merupakan awal dari proses lahirnya sebuah bukti 
kepemilikan hak atas tanah. Begitu pentingnya persoalan pendaftaran tanah tersebut 
sehingga UUPA memerintahkan kepada pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah 
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di seluruh wolayah Indonesia1. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 UUPA 
dinyatakan sebagai berikut.  
1. Untuk menjamin kepastian hukum 
 oleh Pemerintah diadakan  pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia 
menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah 
2.  Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : 
a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; 
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 
c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian 
yang kuat. 
3.  Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, 
keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut 
pertimbangan Menteri Agraria. 
4.  Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran 
termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu 
dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. 
Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara 
terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, 
pembukaan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta 
dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk 
pemberian sertipikat sebagai surat tanda bukti hak bagi bidang-bidang tanah yang sudah 
ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 
membebaninya. Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah, tugas pelaksanaan 
Pendaftaran Tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, kecuali 
kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau 
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain. Tujuan 
Pendaftaran Tanah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 
1997 yaitu : 
1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada  pemegang hak 
atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak – hak lainnya yang terdaftar. 
Untuk itu kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah. 
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak – pihak yang berkepentingan termasuk 
pemerintah agar dengan mudah memperoleh data – data yang diperlukan dalam 
mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang – bidang tanah dan satuan – satuan 
rumah susun yang sudah terdaftar. 
 
1 Supriadi, 2018, Hukum Agraria, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 152. 
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3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 
Pendaftaran Tanah yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum dikenal dengan 
sebutan Rechts Cadaster/Legal Cadaster. Jaminan Kepastian hukum yang hendak 
diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini, meliputi kepastian status hak yang didaftar, 
kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran tanah ini menghasilkan 
sertipikat sebagai tanda bukti haknya.2 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 
ditetapkan dua macam kegiatan Pendaftaran Tanah, yaitu kegiatan Pendaftaran Tanah 
untuk pertama kali dan kegiatan pemeliharaan data Pendaftaran Tanah. Kegiatan 
Pendaftaran Tanah untuk pertama kali adalah kegiatan Pendaftaran Tanah yang dilakukan 
terhadap objek yang belum didaftar. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 tahun 1997, kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali dilakukan melalui 
Pendaftaran Tanah secara sistematik dan Pendaftaran Tanah secara sporadik. Pendaftaran 
Tanah secara sistematik adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang 
dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek Pendaftaran Tanah yang belum 
didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pasal 1 angka 11 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Pendaftaran Tanah secara sporadik adalah 
kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek 
Pendaftaran Tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu Desa/kelurahan secara 
individual atau massal . 
 Salah satu kegiatan Pendaftaran Tanah secara sistematik oleh Pemerintah adalah 
Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). PRONA adalah rangkaian kegiatan 
pensertipikatan tanah secara masal, pada suatu wilayah administrasi desa/kelurahan atau 
sebutan lain atau bagian-bagiannya. PRONA bertujuan memberikan pelayanan 
 




pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah 
dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin 
kepastian hukum hak atas tanah. Sasaran PRONA adalah bidang tanah yang belum 
bersertipikat yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh perorangan atau badan hukum/lembaga 
sosial dan keagamaan.3 PRONA dalam praktek Penulis menemukan dari beberapa 
penulisan hukum/skripsi masih terdapat kekurangan, salah satunya adalah di dalam 
praktek masih terdapat pungutan biaya yang dilakukan oleh perangkat desa yang mengurus 
kegiatan PRONA dan juga adanya kendala yang di hadapi oleh BPN yaitu keterbatasan 
Sumber Daya Manusia terutama petugas pengukur tanah yang mengakibatkan 
terlambatnya proses Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah melalui PRONA. 
PRONA dalam pelaksananya mengalami beberapa kendala maka Pemerintah 
mengganti PRONA dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 
2016 dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan pelaksanaan Pendaftaran 
tanah Sistematis Lengkap untuk mepercepat proses Pendaftaran Tanah dalam rangka 
mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum tanah rakyat Indonesia secara adil 
dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi Negara pada umumnya dan ekonomi 
rakyat khususnya. Terdapat perbedaan yang mendasar antara PRONA dan PTSL yaitu 
Melalui program PRONA, pendataan tanah sebagai penerima sertipikat PRONA 
dilakukan secara merata di seluruh desa dan kelurahan dalam satu kabupaten. Ini yang 
membedakan program sertipikat gratis melalui PRONA dengan PTSL. "Dalam program 
PRONA, satu tahun anggaran disebar ke beberapa desa, bahkan hingga 10 desa. Program 
PTSL terpusat di satu desa. Program PRONA, tidak seluruh bidang tanah yang tidak 
bersertipikat dalam satu desa diberikan bantuan tetapi secara bertahap. Melalui PTSL 
 
3 http://www.hukumproperti.com/pertanahan/program-nasional-agraria/, diakses 30 april 2019 
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seluruh tanah dalam daerah tersebut yang belum memiliki sertipikat akan dibuatkan 
sertipikat.  
Keberadaan PTSL ini tentu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pasalnya, 
keberadaannya akan membantu percepatan dan memenuhi semua kebutuhan masyarakat 
yang belum memiliki Sertipikat Tanah. Tujuan PTSL ini adalah untuk percepatan 
pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, 
sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka secara akuntabel.4 Pendaftaran 
Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran 
Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran 
Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau 
nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data 
yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan 
pendaftarannya. PTSL yang populer dengan istilah sertipikasi tanah ini merupakan wujud 
pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum 
atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu nantinya masyarakat yang telah 
mendapatkan sertipkat dapat menjadikan sertipikat tesebut sebagai modal pendampingan 
usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. Mengapa 
Pemerintah dalam Pendaftaran Tanah lebih memilih menggunakan  metode Pendaftaran 
Tanah sistematik dibandingkan dengan metode Pendaftaran Tanah sporadik dikarenakan 
jika menggunakan metode Pendaftaran Tanah sporadik, maka maksimum pencapaian 
target per tahun adalah hanya 1 juta bidang tanah, yang artinya untuk menyelesaikan 79 
juta bidang diperlukan waktu 79 tahun. Sementara melalui PTSL, target pendaftaran 79 
juta bidang tanah itu dapat diselesaikan pada tahun 2025. 5 
 
4 http://bontang.prokal.co/read/news/13294-dihapuskan-ptsl-gantikan-prona.html, diakses 3 Mei 2019 
5 https://kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-
target/0/artikel_gpr, diakses 8 April 2019 
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Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap untuk mepercepat proses Pendaftaran Tanah selanjutnya diubah dengan 
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 
tahun 2017 tentang Percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap karena 
terdapat hal-hal prinsip dan subtansif yang belum diatur. Peraturan tersebut kemudian 
diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 12 tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap karena 
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 
tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 
tahun 2017 tentang Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap kemudian diganti dengan 
Peraturan Mentrei Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 
tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.  
Kegiatan PTSL berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran 
Tanah Sistematis Lengkap meliputi : 
1. Perencanaan; 
2. Penetapan lokasi; 
3. Persiapan; 
4. Pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi PTSL dan satuan tugas; 
5. Penyuluhan  
6. Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis; 
7. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak; 
8. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya; 
9. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak; 
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10. Pembukuan hak; 
11. Penerbitan sertipikat hak atas tanah; 
12. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan 
13. Pelaporan; 
Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi 
Kalimantan Tengah. Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan ,Kalimantan Tengah 
menargetkan sebanyak 500 bidang tanah untuk sertifikasi melalui program Pendaftaran 
Tanah Sistematis pada tahun 2019 ini. Lokasi yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan 
Kabupaten Barito selatan berada di Desa Penda Asam. Desa Penda Asam, Kabupaten 
Barito Selatan dipilih kembali menjadi desa yang mengikuti Program PTSL 2019 karena 
pada tahun 2018 Kantor Pertanahan Barito Selatan sukses melaksanakan PTSL pada tahun 
2018 sebanyak 300 bidang tanah tetapi karena masih banyak bidang tanah yang belum 
didaftar maka Desa Penda Asam dipilih  menjadi desa yang mengikuti kegiatan program 
PTSL pada tahun 2019. Selain 500 bidang tanah masih ada partisipasi masyarakat 
sebanyak 4000 bidang tanah, dan BPN Barito Selatan saat ini sudah mulai mendata 
lokasinya. Pendaftaran Tanah melalui partisipasi masyarakat ini nantinya melalui pihak 
ketiga dan dipertengahan tahun 2019 baru akan dilaksanakan. Program PTSL di 
Kabupaten Barito Selatan ini diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum 
melalui sertipikat yang diterbitkan. 
B.   Rumusan Masalah 
Bedasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yaitu 
apakah pelaksanaan pendaftaran Hak Milik melalui PTSL di Desa Penda Asam, 
Kabupaten Barito Selatan ,Kalimantan Tengah pada tahun 2019 telah mewujudkan 
Kepastian Hukum ? 
C.   Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan 
penelitian adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan pendaftaran Hak Milik melalui 
PTSL di Desa Penda Asam, Kabupaten Barito Selatan ,Kalimantan Tengah pada tahun 
2019 telah mewujudkan Kepastian Hukum ? 
 
 
D.   Manfaat Penelitian 
1.  Secara Teoritis 
Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pertanahan mengenai Pelaksanaan 
Pendaftaran Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 
2. Secara Praktis 
  Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan memberikan 
kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan  khususnya Kantor Pertanahan 
Kabupaten Barito Selatan, Pemerintah Daerah Barito Selatan, pemilik tanah 
khususnya peserta PTSL, dan juga pemilik tanah lainnya. 
E.   Keaslian Penelitian 
Penulisan skripsi dengan judul Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik melalui 
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam rangka mewujudkan 
Kepastian Hukum di Desa Penda Asam, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah 
merupakan karya asli penulis. Penulis ini bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang 
pernah ada. Ada beberapa skripsi yang ada dengan tema yang sama sebagai berikut : 
1.   a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik    melalui 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk 
meweujudkan Tertib Administrasi 
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Pertanahan di Kabupaten Melawi Provinsi 
Kalimantan Barat. 













Atma Jaya Yogyakarta 
2018 
 c. Rumusan Masalah : Apakah Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik 
melalui   PTSL taha ke II di Kabupaten 
Melawi telah mewujudkan Tertib 
Administrasi Pertanahan ? 
 d.  Hasil Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap tahap ke II di Kecamatan Nanga 
Pinoh dan Kecamatan Pinoh Utara telah 
mewujudkan Tertib Administrasi di 
Kabupaten Melawi seusai dengan Pasal 3 
ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 12 Tahun 2017 PTSL. 
Perbedaan Wizella Oktantia dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. 
Fokus penelitian penulis tersebut berkaitan dengan Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik 
Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk mewujudkan Tertib Administrasi 
Pertanahan di Kabupaten Melawi. Penulis memfokuskan pada Pelaksanaan Pendaftaran 
Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  dalam rangka mewujudkan 
Kepastian Hukum di Desa Penda Asam, Kabuoaten Barito Selatan. 
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2.   a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Penetapan biaya Pendaftaran 
Tanah Hak Milik melalui Program Nasional 
Agraria (PRONA) dalam mewujudkan 
Kepastian Hukum di Desa Sedayu, 
Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. 











Desideria Anindita Sari 
Hukum 
Atma Jaya Yogyakarta 
2017 
 c. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana pelaksanaan penetapan biaya 
Pendaftaran Ha Milik melalui PRONA di 
Desa Sedayu, Kecamatan Tulung, 
Kabupaten Klaten? 
2) Apakah pelaksanaan biaya pendaftaran 
HAK Milik melalui PRONA di Desa 
Sedayu, Kecamatan Tulunh, Kabupaten 
Klaten telah mewujudkan Kepastian 
Hukum? 
 d.  Hasil Penelitian : 1) Pelaksanaan penetapan biaya Pendaftaran 
Tanah Hak Milik melalui PRONA di 
Desa Sedayu, Kecamatan Tulunh, 
Kabupaten Klaten telah dilakukan secara 
benar dan tepat oleh Kantor Pertanahan 




Undangan yang berlaku bahwa dalam 
pelaksanaan kegiatan Prona tidak 
memungut biaya dari peserta PRONA 
kecuali biaya administrasi yang memang 
sudah ditentukan dalam Peraturan 
Perundang-Undangan untuk dibebankan 
kepada peserta PRONA yang meliputi 
pajak tanah, pemberkasan, dan pembelian 
patok tanah. 
2) Pelaksanaan penetapan biaya pendaftaran 
tanah Hak Milik melalui PRONA di Desa 
Sedayu, Kecamatan Tulunh, Kabupaten 
Klaten telahmewujudkan Kepastian 
Hukum karena Kantor Pertanahan 
Kabupaten Klaten telah mewujudkan 
Kepastian Hukum dan telah 
melaksanakan penetapan biaya 
Pendaftaran Tanah Hak Milik melalui 
PRONA tanpa memungut biaya apapun 
dari seluruh peserta PRONA, meskipung 
faktanya terdapat pemungutan biaya yang 
dilakukan oleh perangkat Desa yang 
mengurus kegiatan PRONA yang mana 
besarnya biaya tersebut telah diketahui 




Perbedaan Desideria Anindita Sari dengan penelitian ini terletak pada fokus 
penelitian.. Fokus penelitian penulis tersebut berkaitan dengan Pelaksanaan Penetapan 
biaya Pendaftaran Tanah Hak Milik melalui Program Nasional Agraria (PRONA) dalam 
mewujudkan Kepastian Hukum di Desa Sedayu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. 
Penulis memfokuskan pada Pelaksanaan Pendaftran Tanah Sistematis Lengkap demi 
mewujudkan Kepastian Hukum di Desa Penda Asam, Kabupaten Barito Selatan. 
3.   a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Penetapan biaya Pendaftaran 
Tanah Hak Milik melalui Program Nasional 
Agraria (PRONA) dalam mewujudkan 
Kepastian Hukum di Desa Sedayu, 
Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. 











Marthinus Mesak Mandala  
Hukum 
Atma Jaya Yogyakarta 
2016 
 c. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana pelaksanaan pendaftaran      
Hak Milik   Atas Tanah melalui PRONA 
(Proyek Operasi Nasional Agraria) di 
Kabupaten Barito Timur? 
2) Apakah Pelaksanaan Pendaftaran Hak 
Milik Atas Tanah melalui PRONA 
tersebut telah mewujudkan Tertib 
Administrasi Pertanahan? 
 d.  Hasil Penelitian : 1) Pelaksanan Pendaftaran Hak Milik Atas 
Tanah melalui PRONA pada tahun 2014 
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di Kabupaten Barito Timur, terlaksana 
dengan baaik dan telah sesuai dengan 
Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 
189 Tahun 1981.  Hal tersebut dapat 
dilihat dari 30 responden yang 
mendaftarkan Hak Milik Atas Tanahnya 
melalui PRONA mulai dari penyuluhan 
sampai penyerahan sertipikat memberi 
tanggapan Pelaksanaan Pendaftaran Hak 
Milik Atas Tanah melalui PRONA sangat 
mudah, sangat jelas, dan prosesnya sangat 
cepat sampai keliarnya Sertipikat. 
2) Pelaksanaan Hak Milik Atas tanah 
melalui PRONA pada Tahun 2014 di 
Kabupaten Barito Timur, khususnya 
Kelurahan Taniran dan Kelurahan 
Tamiyang Layang dapat disimpulkan 
telah mewujudkan Tertib Administrasi 
Pertanahan, hal tersebut dapat dilihat dari 
30 Responden yang mendaftarkan Hak 
Milik Atas tanahnya melalui PRONA 
telah diterbitkannya sertipikat tanpa ada 
gugatan dari pihak ketiga. Terbitnya 
sertipikat tersebut merupakan dasar dan 




Perbedaan Marthinus Mesak Mandala dengan penelitian ini terletak pada fokus 
penelitian. Fokus Penelitian penulis tersebut berkaitan dengan Pelaksanaan Pendaftaran 
Tanah Hak Milik    Atas Tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dalam 
rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Barito Timur. Penulis 
memfokuskan pada Pelaksanaan Pendaftran Tanah Sistematis Lengkap demi mewujudkan 
kepastian Hukum di Desa Penda Asam, Kabupaten Barito Selatan. 
F. Batasan Konsep 
1. Hak Milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang 
atas tanah, dengan mengingat Ketentuan dalam pasal 6. 
2. Pendaftaran Tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara 
terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan data fisik dan 
data yuridis, bukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, 
dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang bidang tanah dan satuan-satuan rumah 
susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang 
sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 
membebaninya bedasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 
1997. 
3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan 
Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek 
Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah 
desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan 
data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk 
keperluan pendaftarannya. (Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ 
Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) 
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4.  Kepastian Hukum di dalam Pendaftaran Tanah meliputi kepastian mengenai data yurisdis 
dan data fisik. Data yuridis adalah keterangan mengenai status Hukum bidang Tanah dan 
satuan rumah susun uang didaftar, pemegang Haknya dan pihak lain serta beban-beban 
lain yang membebaninya. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas 
Bidang Tanah, dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai 
adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya (Pasal 1 angka 6 dan angka 7 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftraan Tanah) 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis penelitian 
 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum 
empiris merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden dan 
narasumber sebagai data utamanya yang didukung oleh data sekunder yang terdiri dari 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.6  
2. Sumber data 
a. Data primer adalah data yang diperoleh dari dari responden dan narasumber 
tentang objek yang diteliti melalui penelitian lapangan sebagai data utama.7 
b. Data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas 
(autoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas Peraturan Perundang-
Undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan hakim dalam penelitian ini 
meliputi : 
a) Undang-Undang Dasar Republik ahun 1945 Pasal 33 ayat (3); 
b) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria; 
 
6 Masri Singarimbun, 1981, Metode Penelitian Hukum dan Survei, LP3 ES, hlm. 1. 
7 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 87. 
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c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 
d) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Bapan Pertanahan Nasional Nomor 3 
tahun 1997 Tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 
e) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan 
Pendaftraan Tanah; 
f) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 1 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 
g) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; 
h) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap; 
2)  Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 
bahan hukum primer misalnya penjelasan peraturan perundang-undangan, 
dokumen-dokumen resmi, buku-buku atau literatur, terutama yang 
berkaitan dengan penulisan hukum ini. 
3. Metode Pengumpulan Data 
a.  Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara. 
1)  Kuesioner yaitu daftar pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka, yang 
ditunjukan kepada responden, berkaitan dengan Pelaksanaan Pendaftaran Hak 
Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 
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2)  Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 
secara langsung secara langsung kepada narasumber yang berhubungan dengan 
Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap. 
b.  Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai 
literatur seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian terdahulu 
serta mempelajari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Pelaksanaan 
Pendaftaran Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 
4.  Lokasi Penelitian 
 Penelitian dilakukan di Desa Penda Asam, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten 
Barito Selatan, Provinsi Kalimantan tengah. Kabupaten Barito Selatan terdiri dari enam 
kecamatan. Dari enam kecamatan tersebut diambil satu kecamatan secara purposive 
sampling karena satu kecamatan yang dipilih mengikuti  PTSL tahun 2019 yaitu 
kecamatan Dusun Selatan. Kecamatan ini terdiri atas 24 desa. Dari 24 desa yang 
melaksanakan  PTSL tahun 2019 adalah Desa Penda Asam karena itu penelitian 
dilakukan di Desa Penda Asam. 
5.  Populasi dan Sampel 
a.  Populasi adalah keseluruhan objek atau himpunan objek dengan ciri yang sama.8 
Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik tanah yang memperoleh tanah dari tanah 
Negara dan mendaftarkan Hak Miliknya melalui Program Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap pada tahun 2019 di Desa Penda Asam, Kecamatan Dusun Selatan, 
Kabupaten Barito Selatan yang berjumlah 157 orang. 
b.  Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Metode penentuan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling pemilik tanah 
yang memperoleh tanah dari tanah Negar mendaftarkan Hak Miliknya melalui 
 
8 Sunggono Bambang, 1997, Metodelogi Penelitian Hukum, Raja Grafindu Persada, Jakarta, hlm. 118 
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Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahun 2019. Dalam penelitian 
ini sampel diambil 10% dari populasi. 
6.  Responden dan Narasumber 
a.  Responden dalam penelitian ini adalah pemilik tanah di Desa Penda Asam yang 
mengikuti PTSL pada tahun 2019 yang berjumlah 16 orang. 
b.  Narasumber dalam penelitian adalah: 
1)  Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan 
2)  Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan 
3)  Kepala Desa Penda Asam 
7.  Metode Analisis Data 
Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dalam 
penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan 
metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu apa yang dinyatakan 
oleh responden secara tertulis atau lisa dan juga perlilaku nyata yang diteliti dan 
dipelajari sebagai sesuatu yang utuh9. Dalam menarik kesimpulan dipergunakan 
metode berfikir induktif yaitu suatu pola berfikir berdasarkan fakta yang bersifat khusus 
kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.10 
 
 
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi 
BAB I:  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 
Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, 
Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi 
 
9 Ibid, hlm. 32. 






 Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistemtis Lengkap di Desa Penda Asam, Kabupaten 
Barito Selatan, Kalimantan Tengah telah mewujudkan Kepastian Hukum sesuai dengan pasal 
4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 6 tahun 2018 PTSL meliputi Perencanaan, Penetapan Lokasi , Perisapan, 
Pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi PTSL dan satuan tugas, Penyuluhan, 
Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis, Penelitian data yuridis untuk 
pembuktian hak, Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, Pemberian 
Hak, Pembukuan Hak, Penerbitan sertipikat hak atas tanah, Pendokumentasian dan 
penyerahan hasil kegiatan, dan Pelaporan. Semua Responden di Desa Penda Asam yang telah 
mendaftarkan Hak Milik atas tanahnya melalui Program PTSL tahun 2019 telah mendapatkan 






B. Saran  
Kantor Pertanahan disarankan agar dapat melakukan penyuluhan tentang Pendaftaran 
Tanah, khususnya PTSL di berbagai desa di Kabupaten Barito Selatan agar  menarik 
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minat masyarakat lebih banyak untuk mengikuti Program PTSL dan memahami 
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